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ANALISIS KEWENANGAN NOTARIS DALAM
PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN BEDA
AGAMAMENURUTUUNO2TAHUN2014TENTANG
JABATANNOTARIS

Abstrak
Fenomenaterjadinyaperkawinanbedaagamasudahsangatseringterjadidi
Indonesia sebab negara Indonesia merupakan negara yang terdiridari
berbagairagam sukuagamadanras.Belum terdapataturanbakumengenai
perkawinanbedaagamadiIndonesia,sehinggapadaprakteknyaseringkali
masyarakatmelakukan‘penyeludupanhukum’dengancaramelaksanakan
perkawinan beda agama mereka diluarnegeri.Dalam perjalanannya,
perkawinanbedaagamaakanlebihmemunculkanbanyakpersoalansebab
aturanmasing-masingagamaberbedasehinggadibutuhkansuatuperjanjian
perkawinan untuk dapat memudahkan masing-masing pihak dalam
menyelesaikanpersoalansepertipembagianwaris,statusagamaketurunan
danmasalah-masalahdalam rumahtanggalainnyaagartidakberbenturan
dengan akidah masing-masing. Problematika mengenai perjanjian
perkawinanbedaagamainidibahasdenganmenggunakanmetodeyuridis
normatif.Adapun penelitian iniadalah untuk mengetahuikewenangan
notarisdalam pembuatanperjanjiankawinbedaagamayangdilakukandi
luarnegeridengandifokuskandalam duahal,yaitu;1)Bagaimanaperan
hukum atas hambatan terhadap penerapan peraturan perkawinan beda
agamayangterjadidiluarnegeriberdasarkanUUNo.1Tahun1974tentang
Perkawinan.,2)Bagaimanakedudukanperjanjianperkawinanbedaagama
yang dibuatnotaris dapatberlaku secara legalitas sebagaimana diatur
dalam UUNo.2Tahun2014tentangJabatanNotaris.Sementarapenelitian
inimerupakan penelitian kualitatifdengan jenis penelitian kepustakaan
(libraryresearch).AdapunsumberprimerpenelitianmerupakanUUNo.1
Tahun1974tentangPerkawinandanUUNo.2Tahun2014tentangJabatan
Notaris.Sementarametodepenelitiannyamenggunakanmetodedeskriptif
analitis. Melihat betapa banyaknya pasangan beda agama yang
melangsungkanperkawinandiluarnegeriseharusnyamembuatpemerintah
melakukanjudicialreview sebabhukum yangadasaatinidianggapbelum
mampumemuaskankebutuhanmasyarakat.Notarisdalam menjalankan
fungsinyadalam membuatperjanjianperkawinanbedaagamaturutberada
dalam posisiyangmembingungkansebabbelum adaaturanyangjelas
terkaitperkawinan beda agama inisedangkan sebagainotaris tetap
menjaga prinsip kehati-hatian.Sehingga masih ada sebagaian notaris
menolakuntukmembuatperjanjianperkawinanbagipasanganbedaagama.
KataKunci:PerjanjianPerkawinan,KawinBedaAgama,Notaris.
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Abstract
The phenomenon ofinterfaith marriages is verycommon in Indonesia
becauseIndonesiaisacountryconsistingofvariousethnicgroups,religions
andraces.Therearenostandardregulationsregardinginterfaithmarriages
inIndonesia,soinpracticepeopleoften'smugglethelaw'bycarryingout
theirinterfaithmarriagesabroad.Initsjourney,marriagebetweendifferent
religionswillgiverisetomanyproblemsbecausetherulesofeachreligion
aredifferent,soamarriageagreementisneededtomakeiteasierforeach
partytoresolveproblemssuchasdivisionofinheritance,religiousstatusof
descendantsand otherhousehold problemsso thattheydo notarise.
conflictwitheachother'sbeliefs.Theproblemsregardinginterfaithmarriage
agreementsarediscussedusingnormativejuridicalmethods.Thisresearch
aimstodeterminetheauthorityofnotariesinmakinginterfaithmarriage
agreementscarriedoutabroad,focusingontwothings,namely;1)Whatis
theroleoflawregardingobstaclestotheimplementationofregulationson
interfaith marriages thatoccurabroad based on Law no.1 of1974
concerningMarriage.,2)Howcananinterfaithmarriageagreementmadeby
anotaryapplylegallyasregulatedinLawno.2of2014concerningNotary
Positions.Meanwhile,thisresearchisqualitativeresearchwiththetypeof
libraryresearch.TheprimarysourceofresearchisLaw no.1of1974
concerningMarriageandLaw no.2of2014concerningNotaryPositions.
Meanwhile,the research method uses descriptive analyticalmethods.
Seeing how many interfaith couples are getting married abroad,the
governmentshouldcarryoutajudicialreview becausethecurrentlaw is
deemedunabletosatisfytheneedsofsociety.Notariesincarryingouttheir
functionsinmakinginterfaithmarriageagreementsarealsoinaconfusing
position because there are no clear regulations regarding interfaith
marriages,whereasasnotarieswestillmaintaintheprincipleofprudence.
Sotherearestillsomenotarieswhorefusetomakemarriageagreements
forcouplesofdifferentreligions.
Keywords:MarriageAgreement,InterfaithMarriage,Notary.

PENDAHULUAN

NotarisadalahprofesiyangdiaturolehUndang-UndangNomor2Tahun2014,yang
menggantikanUndang-UndangNomor30Tahun2004tentangJabatanNotaris.Sebagai
pejabatumum,notarismemilikikewenanganuntukmenyusunaktaautentikdanmemilikihak
serta wewenang lainnya yang diaturdalam Undang-Undang Nomor2 Tahun 2014.
BerdasarkanUndang-UndangJabatanNotaris(UUJN),notarisdianggapsebagaibagiandari
layananpublik.AktaNotarisadalahdokumenresmiyangdibuatolehnotaris.

Berdasarkananalisispasal-pasalUUJN,wewenangnotarismeliputiempat(empat)
hal(Adjie,2017):1)Notarisharusberwenangsepanjangyangmenyangkutaktayangakan
dibuat(Pasal15UUJN),2).Notarisharusberwenangsepanjangmengenaioranguntuk
kepentingansiapaaktaitudibuat(Pasal52UUJN),3).Notarisharusberwenangsepanjang
mengenaitempataktadibuat(Pasal17hurufaUUJN,Pasal18ayat(1)UUJN,dan4)Notaris
harusberwenangsepanjangwaktumengenaipembuatanaktaitu(Pasal1angka3UUJN).
Keempatnyaadalahkewenangannotaris,yangmerupakanrepresentasidarikekuatanhukum
atasaktayangdibuatataudibuatsesuaidenganketentuanundang-undang.Kewenangan
notarismemilikibataswewenangsebagaipejabatumum,ataudihadapansiapaaktaitu
dibuatharusmemilikiwewenanguntukmembuatakta.Selainitu,aktanotarismemiliki
kekuatanhukum karenamemenuhitigastandarpembuktian:lahiriah,formal,danmateriil.

Dalam ranahhukum nasional,notarismendudukiposisikhususyangmemungkinkan
merekamenyusundokumenresmiyangdiinginkanolehpihakyangterlibat,sesuaidengan
peraturanhukum yangberlakuuntuktindakanhukum yangrelevan.Konsep"isiakta"merujuk
padakehendakdankeinginanpihakyangdatangkepadanotaris.Hanyamelaluipembuatan
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aktanotarislah,notarismencatatbuktisahataskehadiranpihakyangbersangkutan.Jika
adasengketaterkaitdenganisiaktayangdiajukanolehpihakyangbersangkutanataupihak
lainyangterlibat,masalahinimenjaditanggungjawabmerekasendiri.Penyelesaiannya
harusdilakukanmelaluipembatalanaktanotarissebagaialatbuktiyangsah.

Beberapatindakanhukum yangmemerlukankehadirannotarismeliputipembentukan
perusahaanterbatas,firma,dankomanditer,pendirianyayasan,pembuatanhibah,pemberian
jaminanfidusia,pembuatansuratkuasauntukmemberikanhaktanggungan,pembuatan
wasiatterbukadanrahasia,sertatindakanhukum lainyangmengharuskankehadirannotaris.
Prinsip-prinsip kenotariatan menegaskan bahwa notaris memiliki wewenang untuk
menyusunaktaautentikdanmenjalankantugasnyasecaraindependendantanpamemihak.
Merekajugadiwajibkanuntukmenjagakerahasiaanisiaktadaninformasiyangmereka
peroleh.Dalam praktiknya,notarisdiharapkanuntukbertindaksesuaidenganKodeEtik
Notarisdalam menjalankantugas-tugasnya.

DiIndonesia,sebagainegaradengansistem hukum CivilLaw,perannotarissangatlah
signifikandalam membantumasyarakatdalam menyusunaktaaslisebagaibuktiatausyarat
sahyangmutlakuntukberbagaitindakanhukum.Selainmenghasilkanakta,tugasnotaris
jugamelibatkanpertimbanganaspek-aspekyuridis,filosofis,sosiologis,danprinsip-prinsip
dasarlainnya,sehinggamerekadapatmencegahadanyaniatburukdankonsekuensinegatif
lainnya.Selainitu,notarisbertanggungjawabuntukmelindungihak-hakpihaklainserta
memastikanbahwamerekamemilikikapasitashukum yangmemadaiuntukmelakukan
tindakanhukum yangtertuangdalam aktayangdibuatolehnotaris.Prosespembuatan
perjanjianperkawinanjugamelibatkanperannotaris,sehinggapentingbaginotarisuntuk
memahamidengan baik konten perjanjian perkawinan yang dicantumkan dalam akta
tersebutagartidakadapihakyangmerasadirugikan.

BerdasarkanUU Nomor1 Tahun1974 tentang PerkawinanPasal1,perkawinan
adalahikatanlahirbatinantaraseorangpriadanseorangwanitasebagaisuamiistridengan
tujuan membentuk keluarga.Beberapa ahlihukum berbeda-beda dalam pengertian
perkawinan,sepertiyangdinyatakanoleh;
(1) MenurutSubekti(Subekti,1976),“perkawinan adalah pertalian yang sah antara
seoranglaki-lakidenganperempuandalam waktuyanglama.”
(2) MenurutAbdullahSidiq(Barokah,2018),“perkawinanmerupanpertalianyangsah
antaraseoranglaki-lakidanseorangperempuanyanghidupbersama(bersetubuh)yang
tujuannyamembentukkeluargadanmelanjutkanketurunan,sertamencegahperzinaandan
menjagaketentramanjiwaataubatin.”

Pasal1UUNo.1Tahun1974menyatakanbahwatujuanperkawinanadalahuntuk
membentukkeluarga(rumahtangga)yangbahagiadankekalberdasarkanKetuhananYang
MahaEsa.Olehkarenaitu,baiksuamidanistriharussalingmembantudanjugamelengkapi
satu sama lain.Haliniberupaya agarmasing-masing individu dalam pasangan dapat
mengembangkankepribadiannyauntukmembantumencapaikesejahteraanbaikitudalam
aspekspritiualmaupunmaterial.Olehkarenaitu,tujuanhukum dariperkawinanadalahuntuk
membahagiakan pasangan,mendapatkan keturunan,dan mempertahankan keagamaan
dalam keluargayangbersifatke-orangtua-an(parental)(Adikusuma,2007).

Pada ajarannya, Aristoteles (384–322 SM), seorang filsuf Yunani kuno,
mengungkapkanbahwamanusiasecaraalamiahadalahzoonpoliticon,yangberartimanusia
secara fundamentalmenginginkan interaksidengan sesama.Manusia disebutsebagai
makhluksosialkarenakeinginanmerekauntukbergaulsatusamalain(Hermanto&Winarno,
2012). Orangsecaraalamiakanselalumembutuhkanoranglaindikehidupannyauntuk
dapatmemenuhikebutuhanfisikdanjugarohaninya.Karenadoronganini,perkawinanterjadi
dan manusia harus berpasang-pasangan. Agama, kepercayaan, dan pengetahuan
masyarakatdanparapemukaagamamemengaruhibudayaperkawinanyangberagam.

Indonesiadikenaldenganadatketimuranyangkuatyangmencerminkannilai-nilai
sopansantundanrasakekeluargaanyangtinggi.Namun,seiringdenganperkembangan
zamandankemajuanperadaban,kehidupansosialdalam duniamodernsemakinmenjadi
kompleksdansulit.Manusia,sebagaimakhluksosial,memilikidimensikehidupanpribadi
yang unik,tetapisecara bersamaan,mereka tidak bisa lepas dariinteraksidengan
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masyarakatkarenaproseskelahiran,pertumbuhan,dankematianmanusiaselaluterjadi
dalam kontekssosial.Halinimencerminkansifatalamimanusiauntukhidupbersamadan
berinteraksidengansesamamanusia,sertausahauntukmeneruskanketurunanmelalui
pernikahan(Hidayat&Akhmad,2017).

Tidakdapatdisangkalbahwaperkawinanantaraindividudengankeyakinanagama
yang berbeda seringkaliterjadidalam kehidupan masyarakat.Namun,diIndonesia,
perkawinanantaraindividudengankeyakinanagamayangberbedabelum dapatdisahkan,
sesuaidenganketentuanhukum positifyangberlaku,yakniUUNomor1Tahun1974.

Haliniturutmendasariterjadinya praktek “kumpulkebo”karena banyaknya
pasanganyanginginhidupbersamaakantetapitidakbisamenikahdikarenakanberbeda
kepercayaan.Perilaku“kumpulkebo”tentusajatidakdapatdiabaikanbegitusaja.Meskipun
belum adaaturanhukum atastindakan“kumpulkebo”,masyarakatmelakukankontrolsosial
dalam upayameminimalisirterjadinyaperilakuyangdianggaptabudiIndonesia.Adapunjika
tertangkap basah melakukan praktek “kumpulkebo” maka pasangan tersebutakan
menerimasanksisosialyangsangatmemalukan.Sebelum terbitnyaKeputusanPresidenNo.
12Tahun1983,parapasanganbedaagamahanyaperlumemohonpenetapanpengadilan
agardapatmelangsungkanpernikahandiKantorCatatanSipil.Halyangterjadisaatini
adalah pasangan yang berbeda agama menikah dinegara lain,yang memungkinkan
perkawinanbedaagamaterjadikarenaundang-undangperkawinanIndonesiatidakmengatur
perkawinanbedaagama.

Setelahpasangantersebutmelangsungkanpernikahannyadiluarnegeri,mereka
kemudianmendaftarkanpernikahannyadikantorPencatatanPerkawinantempattinggal
merekamenurutpasal56UUNo.1Tahun1974“Perkawinanyangdilangsungkandiluar
negeriantaraduaorangwarganegaraIndonesiaatauseorangwarganegaraasingadalah
sahbilamanadilakukanmenuruthukum yangberlakudinegaradimanaperkawinanitu
dilangsungkan dan bagiwarga negara Indonesia tidak melanggarketentuan-ketentuan
Undang-undangini.Dalam waktu1(satu)tahunsetelahsuamiistriitukembalidiwilayah
Indonesia,surat buktiperkawinan mereka harus didaftarkan diKantor Pencatatan
Perkawinanditempattinggalmereka”.Dengandemikian,jikaseseoranginginmenikahtetapi
keduabelahpihaktetapmemegangagamanyamasing-masing,ituakanmenyebabkananak-
anakyangbingungtentangagamanya.Selainitu,perkawinaninitidakmemilikikepastian
hukum karenahukum perkawinanIndonesiapadadasarnyatidakmengatursecarakhusus
mengenaiperkawinanantaraorangyangberbedaagama(Makalew,2013).

Perkembangandanpengembanganteorihukum Indonesiaharusmelihatkenyataan
bahwahukum adalahbagiandarikebudayaanIndonesiasertamemilikiberbagaikendala.
Salahsatunyaadalahkendalateknisdalam halmengenalinilai,normadimasyarakatyang
terkaitdenganpengaturanpernikahandalam hukum nasionalyangberpijakpadahukum
positif. Sejalan dengan budaya hukum nasionalyang merupakan persoalan pluralitas,
perspektif,danorientasihukum yangmenekankanmanifestasipentingdarinilai-nilaibudaya,
denganmeninjauwewenangnotarisdalam pernikahanbedaagamadiIndonesia.

Pernikahanbedaagamatidakdilarangolehhukum karenamerupakanperjanjian
yang tidak memilikisubstansisebuah kontrak atau peraturan tertentu.Pemerintah
memerintahkanlembagapencatatansipildanlembagapernikahan,yangberfungsiuntuk
mencatatsecara menyeluruh tentang kepribadian seseorang dan memastikan semua
informasipentingtentangpencatatanjiwasetiaporang.Initermasukperkawinan,kelahiran,
pengakuananak,perceraian,dankematian(Budiono,2015).

Hukum dapatterbentukmelaluikeputusanyangdiambilolehpenguasaatauoleh
masyarakatsecarakeseluruhan,sertamelaluiprosespelembagaanhukum ataupenciptaan
kepastianhukum.Dalam kontekssosialtertentu,mediatorhukum dapatberperandalam
memberikanpemahamandanpengakuan(Soekanto,1994).Karenaitu,notaristidakhanya
bertanggungjawabatastugaslegalisasi,tetapijugadapatmemberikanjaminanhukum
kepadapasanganyangmenikahbedaagama,meskipunhalinibelum diaturolehundang-
undangIndonesia.

Daripenjelasansebelumnya,notarisdapatmemfasilitasipernikahanbedaagamadi
Indonesiaatasduaalasan.Pertama,merekabertindakataskesadaranakannilai-nilaibudaya
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dankepercayaanmasyarakatsebagaidasarhukum untukpembuatanundang-undangini.
Kedua,merekabertindaksebagailangkahhukum yangmemberikanperlindunganhukum
terhadapperkawinandanhukum keluargayangmerekabuatdalam bentukaktanotaris.
Strukturdariaktanotarisinidapatdibentukberdasarkanhal-halberikut(Adjie,2017):
1.Latarbelakangyangakandiperjanjikan;
2.Identifikasiparapihak(subyekhukum);
3.Identifikasiobyekyangakandiperjanjikanberikutrumusansubstansiakta,yakni:

a.Kedudukanparapihak.
b.Batasan-batasan(yangbolehatauatautidakdiperbolehkan)menurutaturanhukum.
c. Hal-halyangdibatasidalam pelaksanaannya.
d.pengadilan.
e. Kaitannyadenganaktalain

Denganbatasanlingkupdarikegunaanumum yangdibagimenjadi3(tiga)tahap:(1)
organisasidalam masyarakat,(2)golongandalam masyarakat,dan(3)individu(Soekanto,
1994).Dalam kehidupanbernegara,kehidupanhukum dalam masyarakatmerupakansalah
satu aspek yang harus ditegakkan keberadaannya.Pandangan inidipercaya karena
Indonesiaadalahnegarahukum danmelihatkedepankearahmasyarakatmodern.Oleh
karenaitu,perluadahukum nasionalyangmengintegrasikanperspektifIndonesiadan
memenuhituntutanzaman(Dimyati,2010).

Berdasarkanuraiandiatas,dapatdirumuskanbeberaparumusanmasalahyangtimbul
dalam penelitianinisebagaiberikut:
1.MengapaKewenanganNotarismenurutUndangNo2Tahun2014,hanyasebatas

membuataktaperjajinanyangberperansebagaiperlindunganhukum bagiperkawinan
bedaagamabukanmengesahkanterjadinyaperkawinanbedaagama?

2.Bagaimana kedudukan perjanjian perkawinan beda agama yang dibuat notaris
berdasarkanUUNo.2Tahun2014tentangJabatanNotaris?

METODEPENELITIAN

Penelitianinimenggunakanmetodepenelitianyuridisnormatifyangmemiliki
pendekatan deskriptif analisis.Pendekatan inibertujuan untuk menjelaskan dan
menganalisisfaktayangrelevandenganmasalahyangditelitiyaitumengenaiperjanjian
perkawinan pasangan beda agama,serta mengaitkannya dengan teoridan praktek
hukum yangrelevan.

Sumberutamadatadalam penelitianiniadalahdatasekunder,yangmerupakan
informasiyangsudahadasebelumnyasepertiUUNo.1Tahun1974tentangPerkawinandan

UUNo.2Tahun2014tentangJabatanNotaris.Secaraumum,penelitiandapatdibagimenjadi
tigajenisberdasarkansumberdatanya:penelitianlapangan,penelitianpustaka,dan
penelitianlaboratorium.Datayangdigunakandalam penelitianinidiperolehdaribahan
pustaka(libraryresearch)dandianalisismenggunakanmetodeanalisisdatakualitatif.

HASILDANPEMBAHASAN

KEWENANGAN NOTARIS MENURUT UU NO.2TAHUN 2014SEBAGAIPERLINDUNGAN
HUKUM PERKAWINANBEDAAGAMA
A.KedudukanPerkawinanBedaAgamayangTerjadidiLuarNegeriBerdasarkanUUD1945

Perkawinanadalahproseslegalitasdarisebuahhubunganantaraseoranglaki-lakidan
seorang wanita dewasa sehingga pasangan tersebut dapat tinggal bersama dan
memperoleh keturunannya secara legal.R.Subektiseorang mantan ketua Mahkama
KonstitusiIndonesiamenyatakan,“perkawinanadalahpertalianyangsahantaraseoranglaki-
lakidenganperempuandalam waktuyanglama”(Subekti,1976).

Berdasarkan Undang-undang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal1,
perkawinanadalahikatanlahirbatinantaraseorangpriadenganseorangwanitasebagai
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suamiistrisebagaitujuanuntukmembentuksebuahkeluarga(rumahtangga)yangbahagia
dankekalberdasarkanKetuhananYangMahaEsa.

Dasarhukum perkawinanyangberlakudiIndonesiaadalah(Syahputra,2011):
1)Buku1KUHPerdatayaituBabIVsampaidenganBabXI
2)Undang-undangNo.1Tahun1974tentangPerkawinan
3)PeraturanPemerintahNo.9Tahun1974TentangPelaksanaanUUNo,1Tahun1974

tentangPerkawinan
4)Undang-UndangNo.3Tahun2006tentangPerubahanAtasUndang-UndangNo.7Tahun

1989tentangPeradilanAgama
5)PeraturanPemerintahNo.45Tahun1990TentangPerubahandanpenambahanPPNo.

10Tahun1983tentangIzinPerkawinandanPerceraianBagiPegawaiNegeriSipil
6)InstruksiPresidenNo.1Tahun1991tentangKompilasiHukum Islam diIndonesia(Pasal

1-170KHI).
Dalam perkembangannya,terjadinyaperkawinanbedaagamadiIndonesiamerupakan

suatuhalyangtakterelakkan.Perkawinanbedaagamaadalahikatanbaikfisikmaupun
spiritualantaraseorangpriadanwanita.Karenamerekamemilikikeyakinanagamayang
berbeda,merekaterikatpadaduasetperaturanyangberbedamengenaipersyaratandan
pelaksanaan perkawinan sesuaidengan ajaran agama masing-masing.Tujuan dari
perkawinanbedaagamaadalahuntukmembentukkeluargayangbahagiadanlanggeng,
yangdidasarkanpadakepercayaankepadaTuhanYangMahaEsa(laela,rozana,&mutiah,
2016).Perkawinanberbedaagamamerupakansuatuhalyangpastinyatidakdiharapkanoleh
masing-masingpihakcalonpengantin.Namun,karenadasarcintadanrasakecocokansatu
samalainnyamampumengenyampingkankeagamaanmasing-masingpihakdemistatus
hubunganmereka.

Banyakpasanganberbedaagamayangtidakmelangsungkanperkawinanbedaagama
karena menganggap bahwa perkawinan dengan beda agama adalah taboo (halyang
dianggapmemalukan),selaindaripadatidakmendapatrestudarikeluargamasing-masing
pasangan.Namun,jaluruntukmemilihtidakmenikahpunbukanlahhalyangbaiksebab
banyakdarimerekayangmelakukantinggalbersamatanpamenikahyangbiasadisebut
dengan“kumpulkebo”.Perilaku“kumpulkebo”akanmembawamerekakepadasanksisosial
dalam kehidupanbermasyarakatkarenatidakadabedanyadenganzina.

Perkawinanantaragamamasihbelum diizinkandiIndonesia,meskipunkitamenyadari
bahwa masyarakatIndonesia memilikikeberagaman suku,agama,dan ras yang jelas.
Konsep Bhinneka TunggalIka mencerminkan semangatnasionalismeyang tidakdapat
diabaikandalam kehidupansehari-hari.Sampaisaatini,hakuntukmenikahbedaagamadi
Indonesiadianggap bertentangan dengan UUD 1945 karenadianggap tidaksah secara
hukum.Selain itu,keabsahan suatu perkawinan juga berdampak pada konsekuensi
hukumnya,artinya,ketidaksahannyadapatmenyebabkanketidakjelasandalam halhakdan
kewajibanhukum antarasuami,istri,orangtua,danjugaanak.

Sementara perkawinan beda agama masih menjaditopik yang kontroversialdi
kalanganmasyarakat,pendapatyangberagam terusbermunculan.Salahsatupandangandi
masyarakatyang mendukung pluralisme dan kebebasan individu mereka menyatakan
pernikahan anatar agama merupakan hak asasimanusia khsusunya dalam aspek
menentukanpasanganterlepasadanyaperbedaanagamaataufilosofis.Namun,disisilain,
adayangberpendapatbahwaagama-agamamemilikilaranganterhadapperkawinanantara
individudariberbagaikeyakinan,sehinggahalinitidakdapatditerimaterutamabagiorang
yangmemegangkeyakinanagamadanadatistiadatyangkuat(Sugianti,Tobing,&Putranto,
2023).

Setiapagama,termasukIslam,Katolik,Protestan,Hindu,danBuddha,memilikiaturan
yangberbedamengenaiprosedurdanpersyaratanpernikahan.Perkawinanantaraorang
yang beragamayang samatidaklahmenjadisuatumasalah.Akantetapiakanmenjadi
permaslaahan bila mereka yang berbeda agama ingin melangsungkan perkawinan
menghadapimasalahkarenacintayangmendalam membuatmerekainginmelakukannya
tanpamengorbankanimanmasing-masing(Rasidi,1991).

PerkawinanbedaagamadiIndonesiasudahbanyakterjadidanhinggasaatinibelum
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adasolusihukum ataskejadianini,padahallembagaperkawinanmerupakanhalyangtidak
kalahpentingnyadalam kehidupanhukum masyarakat.Perihalpengakuanperkawinanbeda
agamainimenjadikanmasyarakatyangberkeinginanuntukmenikahmenjadimencarijalan
keluarataspermasalahannyadengancaramengenyampingkanhukum nasionaldengancara
melangsungkanperkawinandiluarnegeri.UUD1945sendirihanyamembahasperkawinan
padaPasal28Bayat(1)secaraumum yakni:“Setiaporangberhakmembentukkeluargadan
melanjutkan perkawinan yang sah”,sedangkan pengertian mengenaiperkawinan yang
dianggapsahdimatahukum Indonesiabelum mengaturtentangperkawinanbedaagama.
Perilakumengenyampingkanhukum nasionaldengancaramelangsungkanperkawinandi
luarnegerisebenarnyasudahsangatseringdilakukanolehWargaNegaraIndonesiayang
dapatkitatarikkesimpulannyabahwahukum yangadapadasaatinimasihbelum mampu
memenuhikebutuhanmasyarakat.

B.KedudukanPerkawinanBedaAgamayangterjadidiLuarNegeriberdasarkanUUNo.1
Tahun1974

Parapasanganberbedaagamatersebutkemudianmencaricelahhukum bagaimana
agarbisamendapatkanpengakuanhukum dimatahukum Indonesiadengancaramenikah
namun tetap memelukkeyakinan masing-masing tanpa berpindah keyakinan.Sehingga,
dewasainisangatbanyakterjadiparapasanganberbedaagamatersebutmelangsungkan
perkawinandiluarnegerilalukembalikeIndonesiauntukmencatatkannya.

PadabulanMei2011,KantorCatatanSipilDKIJakartamelaporkan79pencatatan
perkawinan diluarnegeri.Australia,Singapura,Hongkong,dan Amerika Serikatadalah
negara yang banyak dipilih pasangan berbeda agama untuk menikah.Negara-negara
tersebutmemilikisistem hukum CommonLaw yangmenanganimasalahstatuspersonal
berdasarkanprinsipdomisili.Menurutprinsipini,warganegaramanapunyangberdomisilidi
negaralainharustundukkepadahukum negaratempatdomisilinyasaatini.

PerkawinanmayarakatdiIndonesiadiaturdalam Undang-undangNomor1Tahun
1974,yangdidalamnyatelahberlandaskanpadaasas-asasyangdihayatiolehbangsa
Indonesia,yakni(Isnaeni,2016);
1.Tujuanperkawinanadalahuntukmembentukkeluargayangbahagiadankekal
2.Perkawinan dianggap sah kalau diselenggarakan berdasarkan hukum agama dan

kepercayaannya,untukkemudiandilakukanpencatatansesuaiaturan
3.Asasmonogamipadadasarnyadipergunakansebagailandasan.
4.Calonmempelaihendaknyasudahmatangjiwadanragasaatmelangsungkanperkawinan.
5.Mengingattujuanperkawinanadalahuntukmembentukkeluargayangbahagiadankekal

sertasejahtera,makadianutlahprinsipuntukmempersulitterjadinyaperceraian
6.Adakeseimbangankedudukanhukum antarasuamidanistri.

Sebenarnya niat masing-masing individu ketika mau berkomitmen untuk
melangsungkan perkawinan sudah sangatbijak mengingatdapatmencegah diridari
perbuatanzinadanmelawantindakanhukum.Tetapiperbuatanperkawinanbedaagamaini
tetapdianggapmelanggarnormaketimurandiIndonesiayangdengantegaspadaPancasila
mengatakanKetuhananYangMahaEsa.

Pasal56Undang-UndangPerkawinanmenyatakanbahwajikaperkawinanmelibatkan
warganegaraIndonesiadandilangsungkandiluarIndonesia,baikkeduanyamaupunhanya
salahsatudaripasanganyangmemilikistatusWNI,makadalam waktusatutahunsetelah
kembalikeIndonesia,merekaharusmendaftarkansuratbuktiperkawinanyangdiperolehdi
luarnegeritersebutdiKantorPencatatanPerkawinansesuaidengandomisilitempattinggal
mereka.Prosespelaporanperkawinansepertiyangdiaturdalam Pasal56ayat(2)Undang-
UndangPerkawinanakandicatatdalam registeraktaperkawinandanakanditerbitkansurat
keteranganperkawinanluarnegeri.

ProsedurpelaksanaanperkawinandiluarIndonesiasamadenganpernikahanyang
dilangsungkandidalam negeri.BagiwarganegaraIndonesiayangmenikahdiluarnegeri,
prosesiniakandiawasidandicatatolehbagiankonsulerPerwakilanRIdinegaratempat
pernikahanberlangsung(Syahputra,2011).Jikapengumumanpernikahantelahdipajang
selamasepuluhharikerja,akadnikahdapatdilakukan.Namun,akadnikahhanyaboleh
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dilakukanolehpenghuludalam keadaanmendesak,denganizinterlebihdahuludariKantor
PerwakilanRIdinegaratersebut.

Negara-negarayangditunjukolehparapasanganbedaagamaadalahnegarayang
menganutprinsiplexlocicelebrationisdalam hukum perkawinannya.Negara-negaratersebut
berartimenunjukhukum dimanatempatperkawinantersebutdiselenggarakan,berdasarkan
Hukum PerdataInternasional.Poininilahsebagaibenangmerahparapasanganyangbeda
agama untuk melaksanakan perkawinannya. Perkawinan di negara-negara tersebut
menganutperkawinansipil(civilmarriage) tanpamenggunakanunsurperkawinanagama
(religious marriage),sepertiyang telah diketahuibahwa dinegara-negara liberaltidak
mencampuriurusanagamamasing-masingorangkarenamerupakanprivasi.Perkawinan
yangdilakukandiluarnegeriapabilasudahdicatatkanmakaakanberkekuatansamadengan
perkawinandidalam negeri.Sehinggajikaterjadiperceraiantetapdapatdipersidangkandi
Indonesiakarenasudahmemilikialatbuktiyangmemilikikekuatanhukum yangsempurna.

C.Hambatan-hambatanPerkawinanBedaAgamayangterjadidiLuarNegeriterhadapTata
PeraturandiIndonesia

1.TataHukum Indonesia
Tatahukum suatunegara(iusconstitutum =hukum positif)adalahsebuahtatahukum

yangditerapkanataudisahkanolehsuatunegara(Asikin,2012).Olehkarenaitu,tatahukum
Indonesia adalah hukum yang dibuatdan disetujuioleh pemerintah Negara Republik
Indonesia.Dengan perkembangan dan reformasihukum diIndonesia saat ini,Ius
Constitutum,IusConstituendum,danIusNaturaleakanterusberkembang(Arisandi,2019).
Secaralebihterintegrasi,hirarkiperundangandiIndonesiaterdiriatas;
a.Undang-undangDasarNegaraRepublikIndonesia1945
b.KetetapanMajelisPermusyawaratanRakyat
c.Undang-Undang
d.PeraturanPemerintah
e.PeraturanPresiden
f.PeraturanDaerahProvinsidanPeraturanDaerahKabupaten/Kota

Mempelajaritata hukum diIndonesia memberikan pemahaman agarmengetahui
perbuatanatautindakanapasajayangbertentangandenganhukum,mengetahuikedudukan
seseorangdalam masyarakat,mengetahuisanksi-sanksiatasperbuatanmelanggarhukum.
Adaduapolatatahukum yangberlakupertamaadalahHukum AntarTataHukum Ekstern
yaitumengaturhubunganhukum antaraindividuyangtundukpadasistem hukum yang
berbedadisatunegara,sedangkankeduaadalahHukum AntarTataHukum Internhalini
mengaturhubunganhukum antaraindividuyangtundukpadasistem hukum dariduaatau
lebihnegara.
2.SahnyaPerkawinandiIndonesia

Ketentuan mengenaisahnya perkawinan sesuaidengan peraturan perundang-
undangandijelaskandalam Pasal2(1)UU No.1tahun1974,yangmenyatakanbahwa
perkawinandianggapsahjikadilakukansesuaidenganaturanhukum yangberlakudalam
agamaIslam,Kristen/Katolik,Hindu,danBuddha.Istilah"hukum masing-masingagamanya"
merujukpadahukum yangberlakudalam agamayangdianutolehpasanganpengantin,
bukandariduaagamayangberbedayangdianutolehkeduapasanganataukeluargamereka
(Hadikusuma,2007).Dengandemikian,perkawinandianggapsahsebagaiperkawinanantar
agamajikadiatursesuaidengantatatertibagamayangdianutolehcalonsuamiatauistri,
bukanagamayangdianutolehkeduapasangandankeluargamereka.
3.PelaporanPerkawinanBedaAgamadiLuarNegeri

Perkawinanantaragamayangterjadikarenapaksaanbiasanyadilangsungkanoleh
pasangandiluarnegeri,dankemudianmerekamelaporkanperkawinantersebutdiIndonesia
(PemerintahIndonesia,1975).Ketikaperkawinanantaragamadilangsungkandiluarnegeri,
halinijugatermasukdalam ranahHukum PerdataInternasional,sehinggaperludievaluasi
dengan menggunakan aturan-aturan Hukum Perdata Internasional.Van Brakel,dalam
bukunya "Grand Slagen en Beginselen van Netherlands International Privaatrecht,"
menyatakanbahwaHukum PerdataInternasionaladalahhukum nasionalyangdisusununtuk
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mengaturhubungan-hubunganhukum internasional(SunaryatiHartono,1989:8).Baginegara
Indonesia,dimanaperkawinandilangsungkandiluarnegeri,diperlukanpengetahuantentang
hukum yangmengaturperkawinanyangdilakukandiluarnegeri.

Mengenailegalitas perkawinan yang dilangsungkan diluarnegeri,halinidapat
merujukpadapersyaratandarihukum negaraasingdimanaperkawinanituberlangsung.
Jika hukum negara asing mengakuiperkawinan tersebutsah,maka berdasarkan asas
comitasgentium (kesopananbangsa),suatunegaraharusmengakuipelaksanaansuatuhak
yangdilakukan,dansebaliknya(Andayani,2005).

Dalam halpasanganwarganegaraIndonesiayangmenikahdiluarnegeribiasanya
mencatatkan perkawinan mereka diKantorCatatan Sipil,dan data yang mereka catat
dimasukkankedalam dataperkawinandiluarnegeri.KantorCatatanSipilhanyamencatat
perkawinan,bukanmengeluarkanaktaperkawinan.

D.PeranHukum atasHambatanterhadapPenerapanPeraturanPerkawinanBedaAgama
yangterjadidiLuarNegeriberdasarkanUUNo.1Tahun1974

AwalmulapengaturanperkawinandiIndonesiadimulaidenganditerbitkannyaUndang-
undangNomor1Tahun1974tentangPerkawinan.Sebelum adanyaundang-undangtersebut,
Indonesiamengikutihukum adatdanhukum agamasebagaiacuandalam perkawinan.
Sebagaimana yang diketahui,Undang-undang Nomor1 Tahun 1974 tidak mengatur
mengenaiperkawinanantaragama,sepertiyangterteradalam Pasal2UUPerkawinan.Sejak
berlakunyaUndang-undangPerkawinanpada1Oktober1974,perkawinandiIndonesiatidak
diperbolehkandilakukandiluarkerangkahukum agamadankepercayaanmasing-masing
individu.Jikahalinitetapterjadi,perkawinantersebuttidakakandiakuisahberdasarkan
Pasal2.Antusiasmeparapasangan perkawinan bedaagamadiIndonesiatidakdapat
dihentikanmengingatkondisinegaraIndonesiamengingatkeragamanagamayangdianut
olehmasyarakatIndonesia,yaituIslam,Kristen,Katolik,Hindu,Buddha,danKonghucu.
Sehinggaparapasanganyangberbedakeyakinantersebutharusmencarijalanlaindalam
mencatatkanhubunganperkawinanmereka.

MenurutAbdurrahmandalam Kompedium BidangHukum Perkawinan,adabeberapa
carayangdapatditempuholehmerekayanginginmelakukanperkawinanbedaagama,yaitu
(Rahman,2011);Pertama,pasangan menikah berdasarkan agama pasangannya.
Pasangandapatmelakukanperpindahankeyakinanagamadalam duabentukuntuk
dapatmenikah.(1)Perubahanagamahanyadilakukansebagaiformalitasuntukmemenuhi
syaratsahnyaperkawinandandidokumentasikansecararesmi;namun,setelahpernikahan,
pasangan kembalike keyakinan agama mereka dan tetap mengikutiajarannya.Kasus
perkawinanbedaagamadengancarainiseringterjadi,yangdapatmenimbulkanmasalahdi
masadepandalam kehidupanrumahtanggadankeluargamereka;(2)Pernikahanyang
sepenuhnya dan sungguh-sungguh mengubah keyakinan agama mereka dan
mempraktikkannyadalam kehidupanperkawinandankeluargamereka;(3)Setiapindividu
dalam pasangantetapmempertahankankeyakinanagamanyasendiri.Perkawinandilakukan
sesuaidenganagamamasing-masingpasangan.Sebagaicontoh,pernikahandilangsungkan
padawaktupagimenurutkeyakinanagamasalahsatupasangan,dandiwaktusiangatau
soreharinya,agamayanglainmelakukanpernikahan.KarenaUndang-UndangPerkawinan
tidakmengatursecaraeksplisitmengenaiperkawinanagama,statusperkawinanmenjadi
tidakjelas.

PerkawinanyangdilangsungkandiluarIndonesiaantaraduawarganegaraIndonesia
atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing dianggap sah jika
dilakukansesuaidenganhukum yangberlakudinegaradimanaperkawinanitudilaksanakan,
dantidakmelanggarUUNomor1Tahun1974bagiwarganegaraIndonesia(Adikusuma,
2007).

Aksimelakukanperkawinanbedaagamadiluarnegeriinidapatdianggapperbuatan
penyeludupanhukum.Penyeludupanhukum yangdalam bahasaBelandawetsonduiking,dan
dalam bahasaPrancisdisebutdenganfraudealaloisedangkandalam bahasaAngloSaxon
disebutdenganfraudulentcreationofpointocontact.Halinibiasanyadiartikandengan
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menghindarihukum nasionaldarisuatunegarayanguntukmelakukansuatuperbuatandan
mencariopsihukum negaralainyangmemperbolehkanperbuatanhukum tersebut.

Menurutpasal-pasalUUNo.1Tahun1974tentangPerkawinan,ketentuan-ketentuan
tersebutbersifatmemaksa(dwingendrecht)dantidakdapatdibatalkanolehkeduabelah
pihak meskipun mereka telah mencapaikesepakatan.Sifatmemaksa dariketentuan-
ketentuan tersebutbertujuan untukmenjaga agarstrukturkehidupan masyarakattetap
kokohdantidakdapatruntuhkarenakesalahanyangdilakukanolehpihaklain(Isnaeni,2016).
Permasalahanmengenaiperkawinanbedaagamayang diberlangsungkandiluarnegeri
sebenarnyajugamenyentuhranahHukum PerdataInternasional,yangseringdisebutdengan
ConflictofLaws.Berdasarkankajiannya,suatupermasalahandapatdisebutmemasukiranah
Hukum PerdataInternasionaladalahketikaadahal-halyangbersangkutandenganunsur
territorialdanunsurpersonal.UnsurterritorialadalahketikasesamawarganegaraIndonesia
yangberbedaagamamelangsungkanperkawinanmerekadiluarnegeri,sedangkanunsur
personaladalahketikaterjadiperkawinandiluarnegeridiantarawarganegaraIndonesia
denganwarganegaraasing.Haliniberkaitandengansejauhmanasuatunegaradapat
menerimaputusandan/ataupenetapanhukum darinegaralainnya.

Halinimenjadiperdebatan hukum yang cukup tajam yang dimana,apa yang
mendasarinegaraIndonesiaharusmenerimaaktaperkawinanyangdilakukandiluarnegeri
untukdicatatkandiIndonesia,sementarahalmengenaiperkawinanbedaagamasendiri
berdasarkanPasal56UUPerkawinansudahsecarategasmenyatakanbahwaperkawinanitu
tidakbolehbertentangandenganUndang-UndangdiIndonesia.

BerdasarkanrisalahsidangMahkamahKonstitusipada29Juni2022dalam judicial
review UU Pernikahan seolah membuka peluang bagipara pasangan beda agama di
Indonesia untuk melakukan perkawinannya ditanah air.Halinididasarioleh alasan
persamaandalam hakdankesetaraanpernikahan,persamaanhakdankesetaraansetiap
manusiajugatelahdinyatakandalam berbagaikonvenandankonvensi.Salahsatunyadalam
KonvenanHakSipilPolitik,Pasal2ayat(1)yangberisi:“Menghormatihak-haktanpa
pembedaanapapun,sepertiras,warnakulit,jeniskelamin,bahasa,agama,pandanganpolitik
atau lainnya,asalusulkebangsaan,dan sosial,properti,kelahiran dan status lannya”.
MenurutUsmanHamidselakuDirekturEksekutifAmnestyInternasionalIndonesia,tidak
perluadahalyangmembuatraguuntukmembolehkanperkawinanbedaagama.

Selama belum ada perundangan dan lembaga yang mengurusiperkawinan beda
agama,makasejauhiniperkawinanbedaagamayangdilakukandiIndonesiaharusselalu
melaluipengajuanpasanganbedaagamatersebutkepengadilandanbilamanadisetujui
makamerekadapatmelangsungkanperkawinanmerekadipencatatansipilnamunbilamana
ditolak maka mereka mungkin mengajukan permohonan kembaliatau melangsungkan
perkawinanmerekadinegaralain.

KEDUDUKAN PERJANJIAN PERKAWINAN BEDAAGAMAYANGDIBUATNOTARISDAPAT
BERLAKU SECARA LEGALITASSEBAGAIMANA DIATUR DALAM UU NO.2TAHUN 2014
TENTANGJABATANNOTARIS
A.PengertianPerjanjianPerkawinanBedaAgama
1.PerjanjianPerkawinandiIndonesia

Perjanjian perkawinan "Huwelijksevoorwaarden"berasaldarikata "huwlijk",yang
merujukpadaperkawinanantaralaki-lakidanperempuan,dan"voorwaard",yangberarti
syarat.Pasangan suamidan istrimembuatperjanjian sebelum,selama,atau setelah
pernikahanmereka.Dokumeninidikenalsebagaiperjanjianperkawinan.MenurutSoetojo
Prawirohamidjojo,perjanjianperkawinanadalahkesepakatanyangdibuatolehpasangan
yangakanmenikahsebelum atausaatpernikahanmerekadilangsungkanuntukmengatur
keuanganmerekasetelahpernikahan(Hamidjojo,1986).

PerjanjianperkawinanmenurutPasal47KompilasiHukum Islam menyatakanbahwa:
1)Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelaidapat

membuatperjanjiantertulisyangdisahkanPegawaiPencatatNikahmengenaikedudukan
hartadalam perkawinan
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2)Perjanjian tersebutdalam ayat(1)dapatmeliputipercampuran harta pribadidan
pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang halitu tidak bertentangan
denganIslam.

3)Disamping ketentuan dalam ayat(1)dan (2)diatas,boleh juga isiperjanjian itu
menetapkankewenanganmasing-masinguntukmengadakanikatanhipotikatasharta
pribadidanhartabersamaatausyarikat.

Selain itu,terdapatkonsep perjanjian perkawinan yang didasarkan pada Hukum
Perdata,yangdiaturdalam Pasal119,Pasal147jo.Pasal139Hukum Perdata.Menurut
ketentuanini,perjanjianperkawinanmulaiberlakusaatperkawinandilangsungkan,danharta
kekayaanpasangansuami-istrimenjadimilikbersamasecarahukum,kecualiadaketentuan
lain yang ditetapkan dalam perjanjian perkawinan.Pasal147 Kode Hukum Perdata
menjelaskan perjanjian kawin harus dibuatmelaluiakta notaris sebelum perkawinan
dilangsungkan,danakandinyatakantidakberlakujikatidakdibuat.

Sebelum diundangkannyaUndang-undangNomor1Tahun1974joUndang-Undang
Nomor16Tahun2019,mengenaiperjanjianperkawinandiaturdidalam Pasal139 hingga
Pasal179KUHPerdata.PerjanjianperkawinandiaturolehempatpuluhpasalKodeHukum
Perdata.Padapasal139dinyatakanbahwa"Denganmengadakanperjanjiankawin,kedua
calon suamiberhak menyiapkan beberapa penyimpangan peraturan perundang-undang
sekitarpersatuanhartakekayaan,asalperjanjianitutidakmenyalahitata-susilayangbaik
atautatatertibumum,danasaldiindahkanpulasegalaketentuandibawahinimenurutpasal
berikutnya."

Ketentuaninimemungkinkanpenolakanhartabersama.Namun,Pasal144Undang-
Undang Hukum Perdatamenyatakan bahwa"ketiadaan persatuan hartakekayaan tidak
berartitidakadanyapersatuanuntungrugi,kecualijikasecarategasditiadakan."Dengan
kata lain,jika perjanjian perkawinan hanya menetapkan kesepakatan untukmenghapus
persatuanhartakekayaan,makapersatuanuntungrugiantarapasangansuamiistritetap
berlakusecarahukum,kecualiditentukanlain(Pratiwi,Nawi,&Khalid,2021).

Pertama,ada larangan terhadap perjanjian yang menghilangkan kekuatan suami
sebagaikepala perkawinan (maritale macht)atau otoritasnya sebagaiayah (ouderlijke
macht),ataumencabuthak-haksuamiatauistriyangmeninggal.Selainitu,perjanjianjuga
tidakbolehmenetapkanbahwapasanganakanmemilikiandilyanglebihbesardalam aset
daripadatanggunganpasif.Laranganinibertujuanuntukmencegahpasangansuami-istri
mendapatkankeuntunganpribadidenganmerugikanpihakketiga(Subekti,1976).

Perjanjianperkawinansekarangmengaturbanyakhal,bukanhanyahartagono-
gini.Semakinpesatnyamodernisasidantuntutanpersamaanderajatantarasuami
danistrimendorongperjanjianperkawinandiIndonesia.Denganmembuatperjanjian
kawin,pasanganyangakanmenikahmemilikihakuntukmenyimpangdariundang-
undangyangberkaitandenganpersatuanhartakekayaan,asalkanperjanjianitutidak
melanggartatasusilaatautatatertibumum dandiindahkanpulasegalaketentuan
berikut(Subekti&Tjitrosudibio,1978):Undang-undangPerkawinanNomor1Tahun1974
Pasal29,menjelaskanbahwa;(a)Parapihakmengadakanperjanjianperkawinandisahkan
olehPegawaiPencatatPerkawinan,(b)Perjanjiantidakdapatdisahkanjikamelanggarbatas-
batas hukum,agama dan kesusilaan.(c)Perjanjian mulaiberlaku sejak perkawinan
dilangsungkan,(d)Selamaperkawinanberlansung,perjanjiantidakdapatdiubahkecuali
permohonandanpersetujuankeduabelahpihak.
Tujuandibuatnyaperjanjianperkawinanantaralainadalah(Sumaryono,2017);
(1)untukmemisahkanhartakekayaanantarapihaksuamidanistrisehinggahartakekayaan

merekatidakbercampur.Olehkarenaitu,jikasuatusaatmerekabercerai,hartadari
masing-masingpihakterlindungidantidakadaperebutanhartakekayaanbersamaatau
gonogini.

(2)Atashutangmasing-masingpihakpunyangmerekabuatdalam perkawinanmereka,
masing-masingakanbertanggungjawabsendiri-sendiri

(3)Jikasalahsatupihakinginmenjualhartakekayaanmerekatidakperlumemintaizindari
pasangannya(suami/istri)
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(4)Begitujugadenganfasilitaskredityangmerekaajukan,tidaklagiharusmemintaizin
terlebihdahuludaripasanganhidupnyadalam halmenjaminkanassetyangterdaftaratas
namasalahsatudarimereka.

MenurutUU Perkawinan,perjanjiankawinhanyabolehdibuatsebelum perkawinandan
disahkanpadasaatperkawinan,danmenegaskanbahwaperubahanyangdilakukanselama
perkawinantidakbolehmerugikanpihakketiga.
B.HakdanKewenanganNotarisdalam RuangLingkupPembuatanPerjanjianPerkawinan

BedaAgama
Haknotarisdiaturdalam Pasal16Undang-undangNomor2Tahun2014tentang

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Kewenangannotarisdalam bahasaInggrisdisebutthenotaryofauthoritysedangkandalam
bahasaBelandadisebutdengandenotarisautoriteit,haiiniterkaitdenganotoritasnotaris.
Undang-undangmemberikannotarisotoritasuntukmembuataktaautentik,sertaotoritas
lainnya.

AktaautentikadalahaktayangdibuatolehNotarisataudihadapanNotaris.Akta
autentikdapatberupa(a)semuatindakan,(b)perjanjian,(c)penetapanyangdiharuskanoleh
hukum,dan/atau (d)hal-halyang diinginkan oleh pihak yang berkepentingan untuk
dinyatakandalam aktaautentik(Salim,2018).KUH PerdataPasal147turutmenyatakan
kewenanganNotarisdalam pembuatanaktaperjanjiankawin.

Dalam kebanyakankasus,aktaperjanjiankawinyangdibuatdenganaktanotaris
dimaksudkanuntukmemberikankepastianhukum antarakeduabelahpihakmengenaihak
dankewajibansuamidanistriterhadaphartakekayaansertauntukmelindungimasalah
lainnyayangmungkinmunculdimasadepan.Salahsatualasanuntukmembuatperjanjian
perkawinandenganaktanotarisadalahuntukmemastikantanggalresminya.Jikaperjanjian
perkawinandibuatdenganaktadibawahtangan,tanggalmundurmungkinmengubahisidan
syaratperjanjian perkawinan,yang dapatmerugikan pihakketiga.Selain itu,syaratini
dimaksudkanuntukmemberikanperjanjianperkawinankekuatanhukum untukmemberikan
pembuktiandankepastiantentanghakdankewajibancalonpasangansuamiistriatasharta
bendamereka(Harahap,2005).

Padaawalnya,terlihatbahwanotarismemilikiperanganda.Denganwaktudanevolusi,
jabatannotarismengalamiperubahandalam halkewenangan,luas,dantanggungjawab
yangdiberikanolehposisisebagaipejabatumum (Budiono,2015).

PutusanMahkamahKonstitusiNomor69/PUU/XII/2015padatangal21Maret2006
mengenaipemeriksaanhukum terhadapPasal29ayat(1)UUPerkawinantelahmengubah
ketentuantentangwaktupembuatanperjanjianperkawinan.PutusanMahkamahKonstitusi
Nomor 69/PUU/XII/2015 tidak hanya memperluas artiwaktu pembuatan perjanjian
perkawinan,tetapijugamemperluaslembagayangbertanggungjawabataspengesahan
perjanjianperkawinan.MenurutKeputusanMahkamahKonstitusiNomor69/PUU/XII/2015
menyatakanbahwa;“perjanjiantertulisyangdisahkanolehpegawaipencatatanperkawinan
atauNotaris,setelahmanaisinyaberlakujugaterhadappihakketigasepanjangpihakketiga
tersangkut”(Adoara&Santyaningtyas,2022).

Dalam UUNo.2Tahun2014,MahkamahKonstitusimemberikanwewenangbaruyang
sebelumnya tidak ada. Keistimewaan inidigunakan untuk mengesahkan perjanjian
perkawinanyangdibuatolehkeduabelahpihakyangdisebutsebagaisuamiistri.Karena
perjanjianperkawinanyangdibuatdalam aktanotarishanyadapatmengikatpihakyang
membuatnya,perjanjiantersebuttidaksertamertamengikatpihakketiga.Hanyapihakyang
membuatperjanjiantersebutyangdapatmengikatpihakketiga.Inikarenapihakketigaharus
diikatolehtindakanyangberkaitandenganasaspublikasi.

Adabeberapajenisperjanjianperkawinanyangdapatdibuatolehnotarisyakni;
1.PerjanjianPerkawinanPisahHarta,

Perkawinan pisah harta adalah jenis perkawinan dimana pasangan menikah tanpa
persatuanharta,ataudengankatalain,tidakadahartabersamayangtimbulsebagaihasil
dariperkawinanmereka.

2.PerjanjianPerkawinanPersatuanUntungdanRugi
Perjanjian perkawinan persatuan untung rugimenetapkan bahwa pasangan akan
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mempertahankanhartamereka,baikhartapribadibawaanmaupunhadiahkhususyang
diberikan kepada mereka,serta hak-hakyang diberikan oleh undang-undang,seperti
warisan,hibah,danwasiat.Selamaperkawinan,semuakeuntunganyangdiperolehdari
tenagakerjaataumodalmenjadihartabersama.Sebaliknya,segalakerugianyangdiderita
oleh pasangan dalam memenuhikebutuhan hidup bersama menjadikerugian dan
tanggungjawabbersama.

3.PerjanjianPerkawinanPersatuanHasilPendapatan
Perjanjianpersatuanhasilpendapatanadalahperjanjianantarapasanganyangbertujuan
untukmenggabungkansemuakeuntungan,yaituhasildanpendapatan,secaraeksklusif.
Perjanjianiniserupadengan"perjanjianuntung"semata,tetapitidakdiperjanjikanbahwa
semua keuntungan akan diperjanjikan.MenurutWirjono Prodjodikoro,"Istrihanya
bertanggungjawabataskerugianyangdideritaakibatdariperbuatansendiri."

Prosedurpembuatanperjanjianperkawinandinotarisantaralainadalah(Ningsih,
Utama,&Sarjana,2017);

1.Pasangansuamiistriharusmengajukansuratpermohonanyangditulissecaratertulisdan
ditandatanganidiatasmateraisenilaiRp.10.000,-(sepuluhriburupiah)kepadaKetua
PengadilanNegerididaerahtempattinggalmerekamasing-masing.Suratpermohonanini
harusmenjelaskanmengapamerekainginmengajukanperjanjianperkawinan,bersama
dengan bukti-bukti kelengkapan yang terkait dengan perkawinan mereka. Jika
permohonanditerimaolehhakim,suratpermohonanmenjadipenetapankeluaryang
dapatdigunakansebagaidasaruntukmembuatperjanjianperkawinansecaranotarisdan
autentikdikantornotaris.Inimemilikikekuatanbuktiyangkuatkarenatercantum di
dalamnyatanggalpembuatanakta,yaitutanggalresmikannya.

2.Suamiistriyangmemilikikewarganegaraanyangberbedaharusmembawapasporatau
kitaskenotarisbersamadengansuratpenetapanpengadilandanKartuTandaPenduduk
(KTP)danKartuKeluarga(KK).Notarisakanmemeriksakesesuaianpersyaratanyang
dibawaolehcalonsuamiistridenganaslinya.

3.Suamidanistriakandihubungiolehnotarisuntukmenanyakanisiperjanjianperkawinan
yangdisepakatiuntukdicantumkandalam draftperjanjianperkawinan.

4.Terlebihdahulu,draftperjanjianperkawinandiberikankepadapasanganuntukdibacadan
dipahamimaksudsetiapkalimatdanpasal.Setelahdibacadandipahami,notarisakan
menanyakan apakah pasangan setuju dengan isidraft.Jika disetujui,notaris akan
membacaaktapadaharidantanggalyangsamadanaktadapatditandatanganisuami
istriuntukdapatkandibuatkansalinannyaolejnotaris.

5.SalinanaktaperjanjianperkawinanyangdibuatolehnotarisharusdicatatkankeKCSdan
kemudian dilaporkan ke kantordinas kependudukan setempatsetelah pencatatan
perkawinan.Akibatnya,apabilaaktaperjanjianperkawinantersebutdicatatkandipinggir
kolom akta perkawinan suamiistridan dilaporkan ke kantordinas kependudukan,
perjanjianperkawinantersebutberlakubagikeduanyadanbagipihakketiganya.Jika
perjanjianperkawinanbelum didaftarkankeKCSdanbelum dilaporkankekantordinas
kependudukan,makaituhanyamengikatpasanganitusendiridantidakmengikatpihak
ketiga.Akibatnya,pihakketigamungkinmenganggapperkawinanpasanganitusebagai
percampuranhartakekayaan.

C.Kedudukan Perjanjian Perkawinan Beda Agama yang dibuatNotaris dapatberlaku
secaraLegalitassebagaimanadiaturdalam UUNomor2Tahun2014

Kesempurnaandari aktanotarissebagaialatbuktiberartiaktatersebutharusdilihat
secaralangsung,tidakperludinilaiatauditafsirkanselainapayangtertulisdalamnya(Adjie,
2017).Sehingga halinidianggap cukup kuatbagisyaratdarisahnya suatu perjanjian
perkawinan.Didalam ketentuanPasal139-143KUHPerdata,diaturmengenaihal-halyang
tidakdapatdimuatdalam perjanjiankawin,yaitu(Syahputra,2011);
a.Tidakbolehbertentangandenganketertibanumum dankesusilaan(openbareorde)
b.Tidakbolehmelanggarkekuasaansuamisebagaikepaladidalam perkawinan
c.Tidakbolehmelanggarhakkekuasaanorangtua
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d.TidakbolehmelanggarhakyangdiberikanUndang-Undangkepadasuamiatauistriyang
hidupterlama

e.Tidakbolehmelanggarhaksuamididalam statusnyasebagaikepadapersatuansuami-
istri

f.Tidakbolehmelepaskanhaknyaataslegitieme partie(hakmutlak)ataswarisandari
keturunannyadanmengaturpembagianwarisandariketurunannya

g.Tidakbolehdiperjanjikanbahwasesuatupihakharusmembayarsebagianutangyang
lebihbesardaripadabagiankeuntungannya

h.Tidakbolehdiperjanjikandengankata-kataumum,bahwaikatanmerekaakandiaturoleh
undang-undangluarnegeri,adatkebiasaanatauperaturandaerah.

MenurutPasal147Undang-UndangHukum Perdata,setiapperjanjiankawinharus
dibuatdenganaktenotarissebelum perkawinandilangsungkan,danperjanjianinimulai
berlakuuntukpihakketigasejakharipendaftarannyadiKepaniteraanPengadilanNegeri
setempat,tempatpernikahandilangsungkan(Pasal152Undang-UndangHukum Perdata).
Perjanjiankawintidakbolehdiubahsetelahperkawinanberlangsung(Pasal149KodeHukum
Perdata).

Perjanjian perkawinan mengenaiharta bersama yang dibuatsetelah pencatatan
perkawinanterhadappihakketigabarumemilikikekuatanmengikataktanotariil.Perjanjian
iniakan berkekuatan hukum jika ditindaklanjutisecara tertulis dengan akta notariildi
hadapannotaris,kemudiandibawakeKCSuntukdicatatkandankemudiandilaporkanke
kantordinaspendudukanditempatpasanganmenikah.Kekuatanmengikatsebagaimana
layaknya undang-undang akan dihasilkan darikonsensus suamiistriuntuk membuat
perjanjianperkawinan(asaspactasuntservanda)(Ningsih,Utama,&Sarjana,2017).
D.PermasalahanPerkawinanBedaAgamadiIndonesia

Salahsatupermasalahanperkawinanbedaagamadapatdiketahuipadapasangan
Islam danKristen,merekamengajukanpermohonanpernikahanbedaagama.Pasangan
yang berbeda agama mendaftarkan pernikahan mereka diDinas Kependudukan dan
PencatatanSipil(Dispendukcapil)Surabaya,tetapipermohonanmerekaawalnyaditolak.
MerekamendaftarkanpernikahanbedaagamamerekakePengadilanNegeriSurabayapada
tanggal13April2022denganpenetapannomor916/Pdt.P/2022/PNSby,danpermohonan
ituditerima.Untukmemberikankejelasantentangstatusanakdanmencegah"kumpulkebo",
hakim mengabulkanpermohonantersebut.

Dalam keputusanNomor916/Pdt.P/2022/PNSby,alasanPNSurabayamengabulkan
permohonanperbedaanagamatersebutdisebutkansebagaiberikut;
1.Menimbang,bahwaperbedaanagamatidakmerupakanlaranganuntukmelangsungkan

perkawinansebagaimanadimaksuddalam Pasal8huruffUndang-Undangno.23Tahun
2006tentangAdministrasiKependudukan,makaterkaitdenganmasalahperkawinanbeda
agamaadalahmenjadiwewenangpengadilannegeriuntukmemeriksadanmemutusnya;

2. Menimbang,bahwadarifaktayuridistersebutdiatasbahwaPemohonImemeluk
agamaIslam,sedangkanPemohonIImemelukagamaKristenadalahmempunyaihak
untukmempertahankankeyakinanagamanyayangdalam haluntukbermaksudakan
melangsungkanperkawinannyauntukmembentukrumahtanggayangdilakukanoleh
calon mempelai (para pemohon) yang berbeda agama tersebut, sebagaimana
dimaksudkandalam Pasal29UUD1945tentangkebebasanmemelukkeyakinanterhadap
TuhanYangMahaEsa.

DengankeputusanPengadilanNegeriSurabayaataspermohonanperkawinanbeda
agamaini,sebagiankasusperkawinanbedaagamadiIndonesiadapatdiselamatkandari
praktik"kumpulkebo"dan,khususnya,statusanak.Namun,dalam halpenyelesaianmasalah
rumahtangga,masihdiperlukansatualathukum yangdapatmembantu.Jikatidakada,
perjanjianperkawinanadalahcarayangpalingmungkinuntukmembantupasanganyang
berbedaagamamenyelesaikanmasalahhukum mereka.

PENUTUP
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Berdasarkandiskusisebelumnya,dapatdisimpulkanbahwaUUNo.2Tahun2014
tentang Jabatan Notaris mengatur kewenangan notaris untuk membuat perjanjian
perkawinanbedaagamasebagaiberikut;
1.Jika perkawinan beda agama terjadi,notarishanya dapatmembuatakta perjajian

sebagaiaktaautentik,bukanmengesahkannya.Halinidikarenakan,menurutUndang-
UndangNomor1Tahun1974,Pasal2Ayat1,perkawinanhanyasahjikadilakukan
menuruthukum agamadankepercayaanmasing-masingorang.

2.Berdasarkandiskusisebelumnya,perjanjianperkawinansebagaimanadiputuskandalam
Putusan Mahkamah KonstitusiNomor69/PUU-XIII/2015 tidakdapatdisahkan oleh
notaris.Sebuahundang-undangkhususmasihperludibuattentangbagaimananotaris
dapatmembuataktaperjanjianperkawinan.Mengingattuntutanmasyarakat,profesi
notarissaatinidimodernisasi.Khususnyauntukperkawinanbedaagama,kewenangan
notarisuntukmembuatperjanjianperkawinansangatbermanfaatkarenadenganadanya
perjanjian perkawinan yang dibuatsebelum atau sesudah perkawinan,inidapat
memberikankepastianhukum atasperkawinanbedaagamayangdilangsungkan.
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